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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi 

tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap 

dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang susah diserap dalam 

Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut. 

1. Konsonan 

Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin: 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز



vi 

 

 

 

 Sin S Es س 

 Syin Sy es dan ye ش 

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

̀  ain` ع koma terbalik (di atas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف 

 Qaf Q Ki ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل 

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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2. Vokal 

 

Vokal Tunggal Vokal Rangkap Vokal Panjang 

 ā = أ  a = ا́ 

̊ ي  i = ا̧   ī = إي ai = ا  

́̊ و  u = ا    و أ    =  au ū = ا 

 

 

3. Ta’ marbutah 

 

- Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. 
 

Contoh:   ضة ́ ́ ر ̊ ؤ   ditulis raudhatul atfāl األ ´ ل ̧  ا ط́ف ˚

 

- Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/. 
 

Contoh:  ة ̊ ́ ح  ́ ط ̊ ل  ditulis ṭalhah 

 

- Jika kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata 

sandang al dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbutah 

ditransliterasikan dengan "h". 

Contoh:    ُ ̊ ي ́ ن ة 

́ م ̧ د 

  ن ́  م ُ   ل ̊  ا   رة ́ 

  ُ  وُ  

 ditulis al-madīnatul munawwarah ا ̊ ل 

 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) bertanda syaddah (   ُ  ). 

Contoh: 
 

́ ل  -   ن́ 

  ُ  زُ  

ditulis nazzala 
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 ditulis al-birru ال ̧ ب  ر  -



ix 

 

 

 

5. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah) 

 

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan menurut 

bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang. 

Contoh: 

 ُ  س 

 

  ُ  م ̊  ش ُ 

 

 

 ditulis asy-syamsu ال 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan menurut 
 

kaidah-kaidah yang telah diuraikan di atas dan menurut bunyinya. 
 

Contoh: 

 

6. Hamzah 

ُ  ر  ́ م   لق́   ditulis al qamaruا̊ 

Transliterasi hamzah dengan apostrof hanya berlaku untuk hamzah di 

tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang letaknya di awal kata 

disimbolkan, karena dalam tulisan arab adalah alif. 

Contoh: 
 

 ditulis syai’un شي́   ئ  -

 

 -   ء ُ  

  ُ  -   نُ  

̊ و  ُ  ن   ditulis an-nau’u ال  ُ 

 

 ditulis inna إ̧ 
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Tidak ada yang mustahil untuk dikerjakan, 

Hanya tidak ada sesuatu yang mudah 

-Napoleon Bonaparte- 

 

 

Karya sederhana ini penyusun persembahkan bagi 

segenap orang yang bertanya melulu tanpa henti, 

“Kapan Wisudanya?”. Sekian dan terima kasih 
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Anna Maylah Ariyani, NIM: 1219099. Implementasi UU No 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Produk Kosmetik Yang 

Ilegal Di Kabupaten Pekalongan 

Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag 

 

Kosmetik salah satu kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat terhindar dari 

kehidupan masyarakat. Banyak beredar kosmetik yang ilegal yang diperjualbelikan 

secara bebas oleh produsen dipasaran. Produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki 

izin edar dan tidak memenuhi syarat peredaran berdasarkan UU No 8 tahun 1999. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi UU perlindungan 

konsumen dalam praktik perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten 

Pekalongan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum 

tentang perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di 

Kabupaten Pekalongan. 

Jenis Penelitian yang dipakai penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian Yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer 

penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Anggi, Nur, Rita, Lina dan ibu Ita 

selaku penjual produk kosmetik. Yuni, Aida, Gita, Dela, dan Vina sebagai 

konsumen atau pengguna kosmetik. Sumber dari data sekunder diperoleh dari hasil 

penelitian, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, artikel dan buku. Teknik analisis 

penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Implementasi UU perlindungan 

konsumen dalam praktik perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten 

Pekalongan berdasarkan observasi dan kajian peneliti dapat disimpulkan bahwa 

adanya perdagangan kosmetik ilegal bertentangan dengan pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 UU 

perlindungan konsumen hal tersebut karena rendahnya pengetahuan konsumen 

adanya hak dan kewajiban konsumen dan kurangnya pengawasan oleh BPOM dan 

dinas perdagangan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal masih belum 

maksimal, sehingga masih terjadi peredaran produk yang tidak memiliki izin edar. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam efektivitas hukum perlindungan konsumen 

yang terjadi dalam perdagangan kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan, di 

pengaruhi oleh Faktor Hukum, UU perlindungan konsumen belum ada aturan yg 

mengatur berkaitan dengan pelaku usaha belum bisa memberikan efek jera kepada 

produsen dan distributor kosmetik ilegal. Faktor Masyarakat, rendahnya 

pengetahuan masyarakat tentang bahayanya penggunaan kosmetik ilegal yang tidak 

memiliki izin edar. Faktor Kebudayaan, kenyataannya masyarakat melihat produk 

dengan harga murah dengan hasil instan tanpa memikirkan efek samping setelah 

penggunaan kosmetik tersebut 

 

Kata kunci: implementasi, perlindungan konsumen, kosmetik ilegal 
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Anna Maylah Ariyani, NIM: 1219099. Implementation of Law No. 8 of 1999 

Challenges Consumer Protection in the Illegal Trade of Cosmetic Products in 

Pekalongan Regency 

 

Supervisor: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag 

 

Cosmetics are one of the daily necessities that cannot be avoided in people's 

lives. There are many illegal cosmetics in circulation which are traded freely by 

producers on the market. Illegal cosmetic products do not have a distribution permit 

and do not meet the distribution requirements based on Law No. 8 of 1999. The aim 

of this research is to explain the implementation of the consumer protection law in 

the practice of trading illegal cosmetic products. in Pekalongan Regency and 

analyze the factors that influence the effectiveness of laws regarding consumer 

protection in the trade of illegal cosmetic products in Pekalongan Regency. 

The type of research used in this research is empirical juridical research 

methods with a qualitative approach. The primary data sources for this research are 

Mrs. Anggi, Nur, Rita, Lina and Mrs. Ita as sellers of cosmetic products. Yuni, Aida, 

Gita, Dela, and Vina as consumers or users of cosmetics. Sources of secondary data 

are obtained from research results, scientific journals, previous research, articles 

and books. This research analysis technique uses data reduction, presentation and 

conclusions. 

The results of the research show that, the implementation of the consumer 

protection law in the practice of trading illegal cosmetic products in Pekalongan 

Regency. Based on observations and research by researchers, it can be concluded 

that the existence of illegal cosmetic trade is contrary to articles 4, 5, 6, 7 and 8 of 

the consumer protection law, this is because the low level of consumer knowledge 

regarding consumer rights and obligations and the lack of supervision by BPOM 

and the trade department regarding the distribution of illegal cosmetic products is 

still not optimal, so that there is still distribution of products that do not have a 

distribution permit. The factors that influence the effectiveness of consumer 

protection laws that occur in the illegal cosmetics trade in Pekalongan Regency are 

influenced by legal factors, the consumer protection law does not yet have 

regulations governing business actors and cannot provide a deterrent effect to 

cosmetic producers and distributors. illegal. Community factors, low public 

knowledge about the dangers of using illegal cosmetics that do not have a 

distribution permit. Cultural factors, the reality is that people see cheap products 

with instant results without thinking about the side effects after using these 

cosmetics. 

Key words: implementation, consumer protection, illegal cosmetics 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat 

keseimbangan perlindungan hukum atara konsumen dengan produsen. Tidak 

adanya perlindungan yang seimbang menyababkan konsumen berada pada 

posisi yang lemah. Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul 

sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan 

konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh produsen. Kondisi konsumen yang dirugikan memerlukan 

peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat 

ditegakkan serta diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan 

terhadap produsen. 

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas-asas 

dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan 

dan masalah penyediaan dan penggunaan produk anatara penyedia dan 

penggunanya dalam kehidupan masyarakat.1 Sedangkan menurut Undang- 

undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan 

bahwa: “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, kemanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. 

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat 

 

1 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 13 

 

1 



2 
 

 

 
terhindar dari kehidupan masyarakat. Pengguna kosmetik bukan hanya para 

kaum wanita bahkan kaum pria juga menggunakan produk kosmetika untuk 

menunjung penampilan sehari-hari. 

Perdagangan Kosmetik di kabupaten pekalongan tersedia beraneka 

macam kosmetik legal dan juga kosmetik ilegal, untuk kosmetik ilegal yang 

sudah beredar di toko-toko atau di pasaran, sehingga menjadi pilihan para 

konsumen guna mendapatkan kosmetik harga murah dengan hasil instan. 

Keinginan untuk memiliki wajah yang cerah juga dipicu oleh koametik yang di 

jual harga murah dengan hasil instan sehingga tidak mengherankan apabila 

banyak konsumen yang berminat membeli. Adapun toko penjualan kosmetik 

ilegal di Kabupaten Pekalongan yaitu terletak di Jl. Kedungwuni dan Jl. 

Sapugarut. 

Adapun yang terjadi di Kabaputen Pekalongan terdapat pelaku usaha 

yang memperdagangkan dengan kualitas yang tidak baik seperti produk yang 

tidak memiliki kode batch, keterangan label tidak jelas, tidak ada komposisi 

dan tidak ada tanggal kadaluwarsa, beberapa konsumen juga tidak mengetahui 

yang tidak memiliki izin edar, sehingga ini dapat merugikan konsumen. 

Melihat kejadian tersebut perlu diterapkan Undang-undang perlindungan 

konsumen di Kabupaten Pekalongan agar mendapatkan keberkahan baik di 

dunia maupun di akhirat baik itu melakukan transaksi jual beli, sebagai 

konsumen dan pelaku usaha yang turut serta penerapan tersebut. Sehingga 

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya menerapkan undang- 

udang yang mengaturnya karena perundang-undang tersebut tidak semata- 
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mata melindungi kepetingan pribadi melainkan untuk kesejahteraan rakyat dan 

system ekonomi yang efesien dan tidak hanya diatur dalam undang-undang 

tersebut melainkan juga terdapat dalam hukum Islam. 

Untuk menjamin dan melindungi kepentingan atas produk yang di 

perdagangkan, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan pasal 4 dan 

pasal 8 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

yang didalamnya dimuat mengenai aturan tentang hak dan kewajiban 

konsumen serta larangan yang harus ditaati dalam memproduksi atau 

memperdagangkan suatu produk.2 Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kosmetik impor 

ataupun Skincare baik itu racikan yang mengandung zat tambahan berbahaya 

seperti Pewarna, Pengawet, Pemutih, dsb yang menyebabkan kerusakan bagi 

kesehatan pemakainya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen yang menyatakan bahwa: 

“perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, 

kemanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.3 

Berdasarkan permasalahan tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam lagi terkait “Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Produk Kosmetik Yang 

Ilegal Di Kabupaten Pekalongan ”. 

 

 

 

2 Desak Nyoman Citra, Pengawasan BPOM Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Sesuai 

Dengan Standar Izin Edar di Kota Desnpasar (Jurnal Ketha Semaya Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, 2019), Vol 7 No 1, 3. 
3 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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B. Rumusan Masalah 

 

Masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

 

1. Bagaimana implementasi UU perlindungan konsumen dalam praktik 

perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tentang 

perlindungan konsumen dalam peredaran produk kosmetik ilegal di 

Kabupaten Pekalongan? 

C. Tujuan Masalah 

 

Tujuain penelitiain ini aidailaih 

 

1. Menjelaskan implementasi UU perlindungan konsumen dalam praktik 

perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan? 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tentang 

perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di 

Kabupaten Pekalongan? 

D. Kegunaiain Penelitiain 

 

1. Secairai Teori 

 

Penelitiain ini dihairaipkain daipait menjadi teori kajian ilmu 

pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam rangka 

memberikan penjelasan mnegenai perlindungan konsumen terhadap 

pelaku usaha kosmetik ilegal dan menemukan informasi yang belum 

banyak diketahui masyarakat sehingga dapat menambah wawasan terkait 

kosmetik ilegal. 
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2. Secairai Praiktik 

 

Baigi pelaku usaha kosmetik yaing di teliti, dengain aidainyai 

penelitiain tentaing “Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang 

perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di 

Kabupaten Pekalongan”, maikai produk tersebut daipait meneruskain dain 

dikembaingkain dengain memenuhi syairait sertai memiliki izin edair yaing 

dikeluairkain Baidain Pengaiwaisain Obait dain Maikainain (BPOM). 

E. Keraingkai teori 

 

1. Efektivitas Hukum 

 

Menurut soerjono soekanto, Efektivitas hukum yaitu menimbang 

perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada 

timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total 

dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif 

maupun negatif. 

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 

 

a. Faktor hukum 

 

b. Faktor penegak hukum 

 

c. Faktor sarana atau fasilitas 

 

d. Faktor masyarakat 

 

e. Faktor kebudayaan 
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2. Perlindungan konsumen 

 

Dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 perlindungan konsumen 

pasala 2 menyatakan bahwa “perlindungan konsumen berdasarkan 

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen 

serta kepastian hukum”. 

Sesuai Undang-undang No 8 tahun 1999 perlindungan konsumen 

pasala 2 Asas-asas perlindungan konsumen adalah asas manfaat, asas 

keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamtan, asas 

kepastian hukum. 

3. Produk Kosmetik yang Ilegal 

 

Kosmetik berbaihaiyai, aidai beberaipai zait berbaihaiyai yaing bisai 

ditemukain oleh Baidain POM sebaigaii berikut: Merkuri, Hidrokinon, 

Retinoate, Resorsinol, Timbal, Bahan baku yang melebihi ambang batas.4 

Pemakaian bertahun-tahun akan menyebabkan kulit biru kehitaman dan 

memicu timbulnya kanker. Kurangnya pengetahuan dan informasi yang 

bisa didapatkan oleh pengguna kosmetika pemutih dapat menyebabkan 

seseorang melakukan kesalahan. Pada mulanya adalah keinginan untuk 

membuat kulit menjadi putih dan cantik, tetapi hasil yang didapatkan 

malah sebaliknya. 

Produk maikainain, minumain maiupun kosmetik dailaim kemaisain 

hairus mempunyaii staindairisaisi yaing ditentukain pemerintaih yaiitu Baidain 

 

 

4 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Wewenang Badan Pengawasan 

Obat Dan Makanan Pasal 69 
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Pengaiwaisain Obait dain Maikainain (BPOM). Hail ini dikairenaikain maikainain, 

minumain maiupun kosmetik dailaim kemaisain umunyai mempunyaii 

kosentrasi zat tertentu.5 

Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi faktor utama yang 

menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah 

masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya hal 

tersebut erat kaitannya dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh 

karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah 

sebagai landasan hukum kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya 

pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.6 

F. Penelitia in Terdaihulu 

 

Peneliti dengan penelitian sebelumnya, diantaranya: 

 

1. Skripsi kairyai Kristiani Natalia dengan judul “perlindungan hukum terhadap 

konsumen kosmetik yang di jual bebas secara online berdasarkan UU no 8 

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” pada tahun 2018. Dalam 

skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dan pelaksanaan dari 

peraturan perlindungan konsumen dengan upaya yang dapat di lakukan oleh 

konsumen kosmetik online yang dirugikan di Kabupaten Sintang 

Kalimantan Barat. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian 

 

5 Badan POM RI, (on-line), tersedia di http://www.pom.go.id (12 April 2018) 
6 Happy Susanto, Panduan Praktis Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan (Yogyakarta : 

http://www.pom.go.id/
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Semarang, 2018) 

 

 

 

deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini 

adalah memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap konsumen 

kosmetik online, seperti dalam peraturan utama pada penelitian ini adalah 

UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Persaimaiain penelitiain 

Kristia dengain peneliti, saimai-saimai membaihais mengenai objek yang diteliti 

yaitu kosmetik yang berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 

tentang perlindungan konsumen. Sedangkan Perbedaan antara penelitian 

Kristiani dengan penelitian penulis, peneliti ini lebih berfokus objek secara 

online dan juga menggunakan penelitian deskriptif analitik , sedangkan 

penelitian penulis lebih berfokus pada objek berupa offline atau langsung 

para penjual kosmetik ilegal dan juga penelitian yuridis empiris.7 

2. Skripsi karya Risma Nur Hijriah dengan judul “Upaya penanggulangan 

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran 

kosmetik ilegal di Kabupaten Makassar” pada tahun 2021. Dalam skripsi ini 

bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas 

Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dan 

menganalisis kendala yang dihadapi Balai Besar Pengawas Obat dan 

Makanan dalam menangani penanggulangan tindak pidana peredaran 

kosmetik ilegal. Penelitian ini menggunakan penlitian normatif empiris 

dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian adalah 

peredaran kosmetik ilegal menggunakan 2 (dua) upaya atau tindakan dalam 

 

7 Kristiani Natalia, “perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik yang di jual bebas 

secara online berdasarkan UU No 8 Tahun 1999” (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata 
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Hasanuddin Makasar, 2021) 

 

 

 

perlindungan masyarakat yaitu upaya preventif dan upaya represif. 

Persamaan dalam penelitian karya dengan penulis ialah sama-sama 

membahas mengenai objek yang sama Produk Kosmetik. Sedangkan 

Perbedaan antara penelitian karya dengan penelitian penulis, peneliti diatas 

lebih berfokus pada upaya penanggulangannya, sedangkan penelitian 

penulis lebih berfokus pada implementasi UU No 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan kosmetik ilegal.8 

3. Skripsi kairyai AInshorudin AIziz yaing berjudul “Tinjaiuain Hukum Islaim 

Terhaidaip Juail Beli produk Maikainain kemaisain tainpai Nomor Pendaiftair 

(Studi Kaisus di Paisair Traidisionail Kabupateni Yogyaikairtai)” paidai taihun 

2015. Dailaim skrispi bertujuain menjelaiskain tinjaiuain hukum Islaim terhaidaip 

juail beli maikainain kemaisain tainpai nomor pendaiftairain di paisair traidisionail 

Yogyaikairtai dain mengetaihui ailaisain mengaipai maikainain kemaisain di paisair 

traidisionail Yogyaikairtai maisih bainyaik yaing belum memiliki nomor 

pendaiftairain. Metode penelitiain menggunaikain metode kuailitaitif jenis field 

reseairch (penelitiain laipaingain) dain menggunaikain teori laindaisain maislaihaih 

mursailaih denaign aisais-aisais muaimailaih tentaing juail beli. Haisil penelitiain 

menjelaiskain paidai daisairnyai juail beli tersebut diperbolehkain kairenai tidaik 

aidai penyimpaingain yaing melainggair syair’i. AIkain tetaipi bisai menjaidi tidaik 

diperbolehkain aipaibilai ditemukain indikaisi zait yaing berbaihaiyai paidai 

maikainain  tersebut  dain  aipaibilai maikainain  tersebut  melewaiti  baitais 

 

8 Risma Nur Hijriah, ”Upaya penanggulangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 

terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar”,(Skripsi, Universitas 
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kedeluairsai. Persamaan penelitian anshorudin dengan penelitian penulis 

yaitu sama-sama membahas mengenai produk yang tanpa nomor BPOM. 

Sedangkan perbedaiain penelitiain yaing dilaikukain oleh AInshorudin 

memfokuskain tinjaiuain hukum Islaim terhaidaip juail beli maikainain kemaisain 

tainpai nomor pendaiftairain sedaingkain peneliti yaing peneliti laikukain fokus 

pada implementasi perdagangan produk kosmetik yang ilegal.9 

4. Skripsi kairyai Endaing AIstutik dengain judul “Praiktik Juail Beli Kosmetik 

yaing Mengaindung Zait Berbaihaiyai dikailaingain Maihaisiswai Muaimailaih IAIIN 

Jember dailaim Perspektif Ekonomi Islaim” paidai taihun 2012. Dailaim skripsi 

ini bertujuain untuk mendeskripsikain pelaiksaiain aikaid juail kosmetik yaing 

mengaindung zait berbaihaiyai dikailangain maihaisiswai muaimailaih, untuk 

mendreskripsikain pemaihaimain maihaisiswai terhaidaip juail beli kosmetik yaing 

mengaindung zait berbaihaiyai dain jugai untuk mendeskripsikain juail beli 

kosmetik yaing maingaindung zait berbaihaiyai dailaim perspektif ekonomi 

Syairiaih. Peneliti menggunaikain metode penelitiain kuailitaitif dain jenis 

penelitiain deskriptif. Haisil penelitiain menjelaiskain pelaiksainaiain aikaid 

trainsaiksi juail beli kosmetik yaing mengaindung zait berbaihaiyai dikailaingain 

maihaisiswai Muaimailaih, untuk mendeskripsikain juail beli kosmetik yaing 

mengaindung zait berbaihaiyai dailaim perspektif Islaim. Persaimaiain penelitiain 

Endang dengain peneliti yaing peneliti laikukain saimai-saimai membaihais objek 

 

 
9 Anshorudin Aziz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli produk Makanan kemasan 

tanpa Nomor Pendaftar Studi Kasus di Pasar Tradisional Kota Yogyakarta”, (Skripsi, universitas 

islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2015). Diakses dari http://digilib.uin- 

suka.ac.id/id/eprint/17328 

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17328
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/17328
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produk yaing mengaindung zait berbaihaiyai. Sedangkan perbedaiain penelitiainn 

yaing dilaikukain oleh Endaing AIstutik fokus paidai praiktik juail beli kosmetik 

yaing mengaindung zait berbaihaiyai sedaingkain peneliti yaing peneliti laikukain 

memfokuskan pada implementasi UU perlindungan konsumen.10 

5. Skripsi kairyai Waihyu budi Utaimi dengain berjudul “Pengairuh laibel Hailail 

terhaidaip Keputusain Membeli (Survei paidai Pembeli Produk Kosmetik 

Wairdaih di Outlet Wairdaih Griyai Muslim AIn-Nisai Yogyaikairtai)” paidai taihun 

2013. Dailaim skripsi ini bertujuain untuk mengetaihui seberaipai besair 

perhaitiain konsumen terhaidaip laibel hailail paidai produk wairdaih dain seberaipai 

besair nilaii pengairuh laibel hailail terhaidaip keputusain pembeliain produk 

kosmetik wairdaih. Penelitiain menggunaikain metode penelitiain survei 

eksplainaitif. Haisil penelitiain menjelaiskain baihwai terdaipait pengairuh positif 

yaing signifikain terhaidaip keputusain pembeliain kosmetik wairdaih berlaibel 

hailail. Persaimaiain penelitiain Endang saimai-saimai membaihais mengenaii objek. 

AIdaipun perbedaiain penelitiain yaing dilaikukain oleh Waihyu Budi Utaimi fokus 

paidai pengairuh laibel hailail produk kosmetik wairdaih terhaidaip keputusain 

pembeliain konsumen sedaingkain peneliti yaing peneliti laikukain 

memfokuskan pada perdagangan produk kosmetik yang ilegal.11 

 

 

10 Endang Astutik, “(Praktik Jual-Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya 

dikalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2019)”. Skripsi, 

Institute Agama Islam Negeri Jember. Diakses Dari Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/405 

 
11 Wahyu Budi Utami, “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli (Survei Pada 

Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-Nisa Yogyakarta, 2019)”, 

Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses Dari Http://Digilib.Uin- 

Suka.Ac.Id/Id/Eprint/8244 

http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/405
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8244
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8244
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Berdaisairkain Penelitiain dairi limai penelitiain tersebut terdaipait 

kesaimaiain yaikni membaihais tentaing kosmetik yang ilegal dain tidak 

berBPOM, yaing membedaikain penelitiain diaitais dengain penulis aidailaih objek 

dain ainailisis penelitiain. Penulis melaikukain penelitiain dengain pembaihasain 

implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam 

perdagangan produk kosmetik yang ilegal di Kabupaten Pekalongan. 

G. Metode Penelitiain 

 

Metode penelitiain laingkaih yaing digunaikain untuk mengumpulkain dain 

mengelolai daitai sertai mengainailisis daitai dengain menggunaikain teknik cairai 

tertentu.12 Adapun metode dalam penelitian yang digunakan sebegai berikut: 

1. Jenis Penelitiain 

 

Jenis penelitiain dailaim penelitiain ini aidailaih penelitiain Yuridis 

empiris, penelitiain aikain mengainailisis permasalahan pada masyarakat yang 

menggunakan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan. 

2. Pendekaitain Penelitiain 

 

Paidai penelitiain ini menggunaikain pendekaitain kuailitaitif. Penelitiain 

mengaimaiti dain berpaitisipaisi langsung pada toko kosmetik di Kabupaten 

Pekalongan 

3. Sumber Daitai 

 
Sumber daitai dailaim penelitiain ini yaiitu daitai primer dain daitai 

sekunder sebaigaii berikut. 
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a. Sumber Daitai Primer 

 

Sumber daitai primer dailaim penelitiain ini aidailaih hasil 

wawancara dengan Ibu Anggi, Ita, Nur, Lina, dan Rita selaku penjual 

produk kosmetik. Yuni, Aida, Gita, Dela, dan Vina sebagai konsumen 

atau pengguna kosmetik. 

b. Sumber Daitai Sekunder 

Sumber daitai sekunder dailaim penelitiain ini diperoleh dairi 

berbaigaii sumber aintairai laiin melailui buku-buku, airtikel dain jurnail 

yaing berkaiitain tentaing penegakan hukum, maisailaih penelitiain yaing 

terkaiit perlindungan konsumen. 

4. Teknik Pengumpulain Daitai 

 
Teknik pengumpulain daitai yaing digunaikain dailaim penelitiain ini 

dengain waiwaincairai, observaisi dain dokumentaisi. 

a. Waiwaincairai 

 
Waiwaincairai untuk tujuain penelitiain dain mendaipaitkain informaisi 

dengan melakukan sesi tanya jawab antara pewawancara.13 Dalam hal ini 

peneliti melaikukain waiwaincairai kepaidai penjual dan pembeli kosmetik 

ilegal untuk mendaipaitkain informaisi secairai laingsung mengenaii 

kosmetik ilegal sertai ailaisain konsumen membeli produk tersebut. 

Dalam pengambilan sampel wawancara menggunakan metode sistem 

random sampling. 

b. Observaisi 
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Dailaim peneliti ini untuk melaikukain pengaimaitain secairai 

laingsung kepada penjual dan pembeli produk kosmetik ilegal di 

Kabupaten Pekalongan. 

c. Dokumentaisi 

 

Dokumentaisi digunaikain untuk melihat daitai dain beberaipai 

informaisi yaing aikain didaipaitkain dairi suaitu penelitiain. Sebaigiain besair 

itai yaing tersediai yaiitu laiporain dain foto. Dokumen yaing di dailaim 

penelitiain ini aidailaih data tertulis tentang seberapa banyak pelaku 

usaha yang mengedarkan kosmetik ilegal dan berupai  foto produk, 

bukti trainsaiksi dain testimoni dairi pairai konsumen. 

 

5. Teknik AInailisis Daitai 

 
Teknik ainailisis daitai itu suaitu proses dailaim mencairi dain menyusun 

daitai yaing beraisail dairi waiwaincairai, observaisi, dokumentaisi, dain sebagainya 

secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.15 AIdaipun laingkaih-

laingkaih ainailisis daitai kuailitaitif sebaigaii berikut: 

a. Reduksi Daitai 

 
Mereduksi daitai yaiitu meraingkum, memilih hail-hail yaing 

pokok dain penting, dicairi tema idain polainyai. Dailaim penelitiain ini 

melaikukain pemilihain terhaidaip daitai yaing aikain dikuraingi maiupun 

dilaikukain penaimbaihain terhaidaip daitai yaing maisih kuraing dairi caitaitain 

 

 

 

14 Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan 

Kualitatif, cet 4( Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2016 ), 170 
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan RD, (Bandung: Alfbeta, 2020), 

321 
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tertulis di laipaingain saiait berlaingsung penelitiain terhaidaip pelaiksainaiain 

peredaran produk kosmetik yang ilegal di Kabupaten Pekalongan 

b. Penyaijiain Daitai 

 
Penyaijiain daitai kumpulain informaisi yaing disaijikain secairai 

tersusun yaing memberi ailaisain kemungkinain aidainyai penairikain 

kesimpulain. Paidai taihaip ini peneliti berupaiyai mengklairifikaisi dain 

menyaijikain daitai sesuaii dengain pokok permaisailaihain yaing diteliti. 

c. Kesimpulain 

 

Peneliti aikain menyimpulkain haisil dairi daitai-daitai yaing telaih 

diperoleh. Penairikain kesimpulan ini bisai dilaikukain dengain 

membaindingkain kesesuaiiain pernyaitaiain dairi subjek penelitiain dengain 

maiknai yaing terkaindung dairi konsep-konsep daisair 

penelitian.16 

H. Sistemaitikai Penulisain 

 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 

bab diantaranya adalah : 

Bab I Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

 

 

 

 

16 Sandu Siyoto dkk, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), 123 
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Bab II Efektivitas hukum dan perlindungan konsumen. Bab ini 

menguraikan teori umum berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam 

pembahasan penelitian, yaitu menyangkut efektivitas hukum, faktor-faktor 

efektivitas hukum, dan perlidungan konsumen dasar hukum, tujuan, unsur- 

unsur, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. 

Bab III Praktik perdagangan kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan. 

Bab ini membahas peredaran kosmetik ilegal dan Perlindungan konsumen 

dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan 

Bab IV Analisis efektivitas hukum UU perlindungan kosumen produk 

kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan. Bab ini membahas implementasi 

perlindungan konsumen dalam perdagangan produk kosmetik ilegal di 

Kabupaten Pekalongan dan faktor mempengaruhi efektivitas hukum 

Perlindunngan Konsumen dalam perdagangan di Kabupaten Pekalongan. 

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa : 

1. Implementasi UU perlindungan konsumen dalam praktik perdagangan 

produk kosmetik ilegal di Kabupaten Pekalongan berdasarkan 

observasi dan kajian penulis dapat disimpulkan bahwa adanya 

perdagangan kosmetik ilegal bertentangan dengan pasal 4, 5, 6, 7 dan 

8 UU perlindungan konsumen hal tersebut karena rendahnya 

pengetahuan konsumen adanya hak dan kewajiban konsumen dan 

kurangnya pengawasan oleh BPOM dan dinas perdagangan terhadap 

peredaran produk kosmetik ilegal masih belum maksimal, sehingga 

masih terjadi peredaran produk yang tidak memiliki izin edar. 

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam efektivitas hukum 

perlindungan konsumen yang terjadi dalam perdagangan kosmetik 

ilegal di Kabupaten Pekalongan, di pengaruhi oleh Faktor Hukum, 

UU perlindungan konsumen belum ada aturan yg mengatur berkaitan 

dengan pelaku usaha belum bisa memberikan efek jera kepada 

produsen dan distributor kosmetik ilegal. Faktor Masyarakat, 

rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahayanya penggunaan 

kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar. Faktor Kebudayaan, 

 

 

67 
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kenyataannya masyarakat melihat produk dengan harga murah dengan 

hasil instan tanpa memikirkan efek samping setelah penggunaan 

kosmetik tersebut 

B. Saran 

 

1. Bagi pelaku usaha sebaiknya menjual produk kosmetik yang memiliki izin 

edar dan tidak berbahaya bagi kesehatan sesuai dengan anjuran dari 

Menteri kesehatan atau kepala Balai POM karena apabila pelaku usaha 

tersebut terbukti telah menjual kosmetik ilegal atau kosmetik yang tidak 

memiliki izin edar maka akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam 

pasal 197 jo.106 undang-undang nomor 36 tahun 2006 tentang kesehatan. 

2. Bagi konsumen, sebaiknya membeli produk kosmetik yang telah memiliki 

izin edar khusus produk kosmetik label izin edar ialah berupa tanda NA 

dan disertai dengan 11 digit angka. Apabila terdapat efek samping atau 

kerugian yang diterima oleh konsumen sebaiknya melapor kepada Balai 

Besar POM atau lembaga terkait agar pelaku usaha yang menjual produk 

kosmetik ilegal yang berbahaya bagi kesehatan segera ditindak lanjuti dan 

untuk mencegah adanya korban baru serta agar haknya sebagai konsumen 

segera kembali. 
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